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Lampiran 1 

PENJELASAN RESPONDEN 

Saya yang bertandatangan di bawah ini:  

Nama Peneliti : Sitti Rahmatiah 

NIM : R012211016 

Judul Penelitian : Evaluasi Faktor Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan 

Klinis Perawat dalam Pelayanan Asuhan Keperawatan di 

Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar 

Mohon kesediaan Bapak/Ibu menjadi responden dalam penelitian saya 

yang berjudul “Evaluasi Faktor Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan Klinis 

Perawat dalam Pelayanan Asuhan Keperawatan di Rumah Sakit Wilayah Kota 

Makassar”. Berikut ini saya menjelaskan hal-hal penting terkait pengambilan data 

yang saya akan lakukan:  

1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan pendelegasian 

kewenangan klinis perawat dalam pelayanan asuhan keperawatan di Rumah 

Sakit Wilayah Kota Makassar. 

2. Prosedur pada pelaksanaan penelitian antara lain: 

a. Bapak/Ibu yang bersedia mengikuti penelitian ini, peneliti akan 

memberikan informed concent dan diminta untuk menandatangani lembar 

persetujuan sebagai responden penelitian yang sudah disediakan oleh 

peneliti. 

b. Pengambilan data dengan menigisi kuesioner yang telah disediakan. 

c. Proses pengisian kuesioner akan dihentikan apabila Bapak/Ibu mengalami 

ketidaknyamanan, dan akan dilanjutkan kembali jika sudah merasa tenang 

pada waktu yang sama atau sesuai dengan keinginan Bapak/Ibu. 

d. Penelitian ini tidak akan mempengaruhi dan merugikan Bapak/Ibu secara 

fisik, psikologis, pekerjaan/profesi bapak. 

e. Penelitian ini bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk menjadi 

responden. 



f. Saya akan menghargai keputusan Bapak/Ibu jika sewaktu-waktu ingin 

mengundurkan diri dari penelitian dan tidak ada konsekuensi atau sanksi 

terkait pengunduran diri tersebut. 

g. Informasi yang saya dapat dari Bapak/Ibu akan dirahasiakan dan hanya 

digunakan untuk kebutuhan penelitian. 

h. Pada penelitian ini saya sebagai peneliti dan bapak sebagai responden. 

i. Pelaporan hasil penelitian ini hanya akan menggunakan inisal nama, bukan 

menggunakan nama asli. 

j. Peneliti akan memberikan apresiasi berupa cenderamata sebagai tanda 

terima kasih peneliti karena Bapak/Ibu telah bersedia menjadi partisipan 

dalam penelitian ini. 

k. Jika terdapat hal-hal yang belum dimengerti dapat menghubungi peneliti 

melalui kontak WhatsApp: 085231610486 atau via email: 

wdsittirahmatiah@gmail.com 

Demikian penjelasan penelitian ini dibuat. Atas kesediaan dan kerjasama 

Bapak/Ibu, saya ucapkan terima kasih.  

Makassar, ……..  2023 

Peneliti 

 

 

Sitti Rahmatiah 

R012211016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 2 

LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 

(INFORMED CONSENT) 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

No Responden :  

Inisial :  

Ruangan :  

Rumah Sakit :  

 Setelah mendengar dan membaca penjelasan tentang tujuan, prosedur dan 

manfaat penelitian ini, maka saya bersedia untuk menjadi responden dalam 

penelitian yang dilakukan oleh: 

Nama : Sitti Rahmatiah 

Program Studi  : Magister Ilmu Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas 

Hasanuddin 

NIM : R012211016 

Judul Penelitian : Evaluasi Faktor Pelaksanaan Pendelegasian Kewenangan 

Klinis Perawat dalam Pelayanan Asuhan Keperawatan di 

Rumah Sakit Wilayah Kota Makassar 

Saya memahami hak dan kewajiban saya sebagai partisipan, tidak ada risiko 

fisik maupun psikologis di dalamnya karena telah diinformasikan kerahasiaan dan 

manfaat penelitian ini bagi pelayanan keperawatan secara umum. Saya menyetujui 

semua data yang saya hasilkan pada penelitian ini untuk disajikan dalam bentuk 

lisan maupun tulisan. Bila terjadi perbedaan pendapat dikemudian hari akan kami 

selesaikan secara kekeluargaan.  

Persetujuan ini saya berikan dengan penuh kesadaran dan tanpa unsur 

paksaan dari pihak manapun. 

Makassar, ……………..2023 

Responden 

 

 

(…………………………….) 

 



Lampiran 3 

KUESIONER DATA DEMOGRAFI 

Petunjuk Pegisian: 

1. Mohon bantuan dan kesediaan sejawat untuk mengisi seluruh pertanyaan yang ada 

2. Berilah tanda centang (�) pada kolom Self Assesment yang tersedia sesuai jawaban 

yang sejawat pilih 

3. Tulislah jawaban singkat dan jelas pada tempat yang tersedia 

4. Dimohon untuk TIDAK mengosongkan jawaban pada setiap pertanyaan 

Hari / Tanggal : /  2023    

Pukul  : Wita 

Kode  :    (diisi oleh peneliti) 

A. Data Demografi Perawat 

1. Nama    : …………………………………………….. 
 

2. Umur    : ………… Tahun 

3. No Hp/WA   : ……………………………… 

4. Jenis Kelamin   :  Pria  Wanita 

5. Pendidikan   : DIII  S1 Ners S2 

6. Status Kepegawaian  : ASN  Non ASN  

7. Lama Bekerja   : ………… Tahun 

8. Asal RS   : …………………………………………… 

9. Asal Ruangan   : …………………………………………… 

10. Tipe RS   :  A B C D  

11. Jenis RS   :  

a. Pemerintah  :  Pendidikan       Non Pendidikan 

b. Swasta   :  Pendidikan       Non Pendidikan 

12. Level Jenjang Karir:      Pra-PK        PK I        PK II        PK III   PKIV     

13. Pelatihan yang pernah diikuti : 

a. ………………………………………………… Tahun …………….. 

b. ………………………………………………… Tahun …………….. 



Lampiran 4 

LEMBAR CHECKLIST KEBIJAKAN & FORMAT PENDELEGASIAN  

KEWENANGAN KLINIS PERAWAT 

Hari / Tanggal : /  2023    

Pukul  : Wita 

Tempat : 

Kode  :    (diisi oleh peneliti) 

Petunjuk Pengisian: 

Pada setiap kolom diberi tanda ceklist  (�) atau nilai “1” jika ditemukan item yang 

dinilai, namun jika aspek tidak ditemukan maka diberi nilai “0” 

No Pertanyaan 
Jawaban Bukti Dokumen Keterangan 

Ya Tidak Ada Tidak Dokumen 

Kebijakan Pendelegasian mengacu pada PMK Nomor 49 Tahun 2013 danUU RI Nomor 38 

Tahun 2014 

1 Apakah komite keperawatan memiliki 

Nursing Staff by Law 
    

    

 

2 Apakah komite keperawatan memiliki 

White Paper 
    

    

 

3 Apakah komite keperawatan memiliki 

Rincian Kewenangan Klinis perawat 
    

    

 

4 Apakah komite keperawatan memiliki 

regulasi terkait pendelegasian 

kewenangan klinis perawat 

    

    

 

5 Apakah komite keperawatan memiliki 

format pendelegasian kewenangan klinis 

perawat 

    

    

 

6 Apakah komite keperawatan memiliki 

rincian tindakan delegasi kewenangan 

klinis perawat 

    

    

 

7 Apakah komite keperawatan RS 

memberikan rekomendasi terkait regulasi 

pendelegasian kewenangan klinis 

perawat 

    

    

 

8 Apakah tindakan delegasi kepada 

perawat di bawah pengawasan dan 

tanggung jawab pemberi Delegasi 

    

    

 

 

 



Lampiran 5 

KUESIONER PENDELEGASIAN KEWENANGAN KLINIS PERAWAT 

Petunjuk pengisian: 

1. Mohon bantuan dan kesediaan sejawat untuk mengisi seluruh pertanyaan 

yang ada 

2. Berilah tanda centang () pada kolom yang sejawat pilih sesuai keadaan 

sebenarnya 

3. Dimohon untuk TIDAK mengosongkan jawaban pada setiap pertanyaan 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

Kebijakan Pendelegasian (Standar Praktik) 

1 RS menetapkan regulasi pendelegasian kewenangan klinis perawat 

dalam sebuah peraturan Direktur 
    

2 RS menetapkan jenis tindakan delegasi kewenangan klinis yang 

dilimpahkan kepada perawat dalam sebuah peraturan Direktur 
    

3 RS memiliki form pendelegasian kewenangan klinis perawat     

4 Tindakan delegasi yang dilimpahkan kepada perawat sesuai dengan 

rincian tindakan delegasi dalam White Paper (Buku Putih) 
    

Pemberi Tindakan Delegasi 

5 Tindakan delegasi diberikan oleh dokter kepada perawat     

6 Tindakan delegasi diberikan secara lisan oleh dokter kepada perawat     

7 Tindakan delegasi diberikan secara tertulis oleh dokter kepada 

perawat 
    

8 Tindakan delegasi disertai dengan pelimpahan tanggung jawab oleh 

dokter kepada perawat 
    

Penerima Tindakan Delegasi 

9 Perawat menerima pendelegasian kewenangan klinis sesuai dengan 

level jenjang karirnya 
    

10 Perawat mengerjakan tindakan delegasi sesuai dengan Rincian 

Kewenangan Klinis (RKK) dan Surat Penugasan Klinis (SPK) 

yang dimiliki 

    

11 Perawat mengerjakan tindakan delegasi sesuai dengan area 

kewenangan klinis  
    

Syarat Pelimpahan Kewenangan Tindakan Delegasi 

12 Perawat sudah pernah mengerjakan  tindakan delegasi dalam Surat 

Penugasan Klinis (SPK) secara mandiri minimal  3 kali  
    

13 Perawat sudah pernah mendapatkan supervisi tindakan delegasi 

dalam Surat Penugasan Klinis (SPK) minimal 2 kali  
  

14 Perawat telah menjalani assessment kompetensi sesuai dengan level 

jenjang karirnya 
  



No Pertanyaan 
Jawaban 

Ya Tidak 

15 Perawat telah dinyatakan kompeten dan memiliki sertifikat 

kompetensi 
  

Ketepatan Tindakan Delegasi 

16 Tindakan berikut merupakan tindakan delegasi dalam Surat 

Penugasan Klinis (SPK) yang perawat kerjakan: 
    

 a. Aff infus     

 b. Aff NGT      

 c. Aff kateter urine tanpa penyulit      

 d. Fleet Enema   

 e. Melakukan klisma   

 f. Pemasangan infus pada pasien dewasa tanpa penyulit   

 g. Pemasangan kateter urine pada pasien dewasa tanpa penyulit   

17 Tindakan berikut merupakan tindakan delegasi dalam Surat 

Penugasan Klinis (SPK) yang perawat kerjakan: 
  

 a. Memasang infus dengan penyulit      

 b. Menghitung kebutuhan cairan      

 c. Aff hecting      

 d. Aff drain      

 e. Melakukan manajemen jalan napas dengan alat Oropharingeal 

Airway (OPA)  
    

 f. Melakukan bantuan pernapasan dengan Bag Valve Mask      

 g. Injeksi      

 h. Memasang NGT      

18 Tindakan berikut merupakan tindakan delegasi dalam Surat 

Penugasan Klinis (SPK) yang perawat kerjakan: 
  

 a. Aff arterial line      

 b. Aff vena central line      

 c. Melakukan perawatan skin graft      

 d. Memasang kemo port      

 e. Mengoperasikan alat defibrillator   

 f. Melakukan nebulisasi pasien dengan ventilator   

 g. Melakukan pemasangan ventilator   

19 Tindakan berikut merupakan tindakan delegasi dalam Surat 

Penugasan Klinis (SPK) yang perawat kerjakan: 
  

 a. Monitoring hemodinamik invasif (Arterial Line)      

 b. Monitoring hemodinamik invasif (Swanganz Catheter)      

 

 



Lampiran 6 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Apa yang menjadi dasar kebijakan pendelegasian kewenangan klinis perawat 

yang berlaku di RS? 

2. Bagaimana proses pendelegasian kewenangan klinis perawat di RS? 

3. Apa yang menyebabkan perawat melakukan tindakan delegasi yang tidak 

sesuai dengan level jenjang karirnya? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

SURAT ETIK PENELITIAN 

 



 

 

 



Lampiran 8 

SURAT IZIN PENELITIAN 

 

  



 

  



 

 





Lampiran 9: 

MASTER TABEL PENELITIAN 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



Lampiran 10: 

HASIL ANALISIS CROSSTABULATION KETEPATAN TINDAKAN DELEGASI KEWENANGAN KLINIS PERAWAT 

1. Korelasi Antara Ketepatan Tindakan Delegasi (Uji Chi-squere) 

Ketepatan Tindakan Delegasi * Level Jenjang Karir Crosstabulation 

Rumah Sakit 

Level Jenjang Karir 

Total PRA PK PK I PK II PK III 

RS. UNHAS Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

Tidak 
Sesuai 

Count 36 15 68 9 128 

Expected Count 33.6 14.0 67.3 13.1 128.0 

% within Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

28.1% 11.7% 53.1% 7.0% 100.0% 

% within Level Jenjang Karir 100.0% 100.0% 94.4% 64.3% 93.4% 

% of Total 26.3% 10.9% 49.6% 6.6% 93.4% 

Sesuai Count 0 0 4 5 9 

Expected Count 2.4 1.0 4.7 .9 9.0 

% within Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

.0% .0% 44.4% 55.6% 100.0% 

% within Level Jenjang Karir .0% .0% 5.6% 35.7% 6.6% 

% of Total .0% .0% 2.9% 3.6% 6.6% 

Total Count 36 15 72 14 137 

Expected Count 36.0 15.0 72.0 14.0 137.0 

% within Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

26.3% 10.9% 52.6% 10.2% 100.0% 

% within Level Jenjang Karir 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 26.3% 10.9% 52.6% 10.2% 100.0% 

RSUD. HAJI Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

Tidak 
Sesuai 

Count 10 43 74 47 174 

Expected Count 10.7 36.1 79.6 47.6 174.0 

% within Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

5.7% 24.7% 42.5% 27.0% 100.0% 

% within Level Jenjang Karir 76.9% 97.7% 76.3% 81.0% 82.1% 

% of Total 4.7% 20.3% 34.9% 22.2% 82.1% 



Sesuai Count 3 1 23 11 38 

Expected Count 2.3 7.9 17.4 10.4 38.0 

% within Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

7.9% 2.6% 60.5% 28.9% 100.0% 

% within Level Jenjang Karir 23.1% 2.3% 23.7% 19.0% 17.9% 

% of Total 1.4% .5% 10.8% 5.2% 17.9% 

Total Count 13 44 97 58 212 

Expected Count 13.0 44.0 97.0 58.0 212.0 

% within Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

6.1% 20.8% 45.8% 27.4% 100.0% 

% within Level Jenjang Karir 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 6.1% 20.8% 45.8% 27.4% 100.0% 

RSUP DR WAHIDIN Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

Tidak 
Sesuai 

Count 36 75 26 17 154 

Expected Count 32.8 75.6 26.4 19.1 154.0 

% within Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

23.4% 48.7% 16.9% 11.0% 100.0% 

% within Level Jenjang Karir 100.0% 90.4% 89.7% 81.0% 91.1% 

% of Total 21.3% 44.4% 15.4% 10.1% 91.1% 

Sesuai Count 0 8 3 4 15 

Expected Count 3.2 7.4 2.6 1.9 15.0 

% within Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

.0% 53.3% 20.0% 26.7% 100.0% 

% within Level Jenjang Karir .0% 9.6% 10.3% 19.0% 8.9% 

% of Total .0% 4.7% 1.8% 2.4% 8.9% 

Total Count 36 83 29 21 169 

Expected Count 36.0 83.0 29.0 21.0 169.0 

% within Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

21.3% 49.1% 17.2% 12.4% 100.0% 

% within Level Jenjang Karir 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% of Total 21.3% 49.1% 17.2% 12.4% 100.0% 

 

 



 
Chi-Square Tests 

Rumah Sakit Value df 
Asymp. Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) Point Probability 

RS. UNHAS Pearson Chi-Square 23.082
a
 3 .000 .000   

Likelihood Ratio 17.259 3 .001 .000   
Fisher's Exact Test 14.099   .001   
Linear-by-Linear Association 11.573

b
 1 .001 .000 .000 .000 

N of Valid Cases 137      
RSUD. HAJI Pearson Chi-Square 9.812

c
 3 .020 .019   

Likelihood Ratio 13.191 3 .004 .005   
Fisher's Exact Test 11.979   .006   
Linear-by-Linear Association 1.669

d
 1 .196 .209 .117 .037 

N of Valid Cases 212      
RSUP DR WAHIDIN Pearson Chi-Square 6.330

e
 3 .097 .101   

Likelihood Ratio 8.909 3 .031 .042   
Fisher's Exact Test 6.968   .053   
Linear-by-Linear Association 5.402

f
 1 .020 .026 .017 .009 

N of Valid Cases 169      

 

 

 



2. Korelasi Antara Ketepatan Tindakan Delegasi dengan Syarat Pelimpahan Kewenangan Delegasi (Uji Contingency 

Coefficient) 

Ketepatan Tindakan Delegasi * Kesesuaian Syarat Pelimpahan Crosstabulation 

Rumah Sakt 

Kesesuaian Syarat Pelimpahan 

Total Tidak Sesuai Sesuai 

RS. UNHAS Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

Tidak Sesuai Count 4 62 66 

% within Kesesuaian Syarat 
Pelimpahan 

100.0% 93.9% 94.3% 

Sesuai Count 0 4 4 

% within Kesesuaian Syarat 
Pelimpahan 

.0% 6.1% 5.7% 

Total Count 4 66 70 

% within Kesesuaian Syarat 
Pelimpahan 

100.0% 100.0% 100.0% 

RSUD. HAJI Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

Tidak Sesuai Count 28 80 108 

% within Kesesuaian Syarat 
Pelimpahan 

87.5% 80.0% 81.8% 

Sesuai Count 4 20 24 

% within Kesesuaian Syarat 
Pelimpahan 

12.5% 20.0% 18.2% 

Total Count 32 100 132 

% within Kesesuaian Syarat 
Pelimpahan 

100.0% 100.0% 100.0% 

RSUP DR WAHIDIN Ketepatan Tindakan 
Delegasi 

Tidak Sesuai Count 3 94 97 

% within Kesesuaian Syarat 
Pelimpahan 

100.0% 91.3% 91.5% 

Sesuai Count 0 9 9 

% within Kesesuaian Syarat 
Pelimpahan 

.0% 8.7% 8.5% 

Total Count 3 103 106 

% within Kesesuaian Syarat 
Pelimpahan 

100.0% 100.0% 100.0% 



 
Symmetric Measures 

Rumah Sakt Value Approx. Sig. 

RS. UNHAS Nominal by Nominal Contingency Coefficient .060 .612 

N of Valid Cases 70  
RSUD. HAJI Nominal by Nominal Contingency Coefficient .083 .338 

N of Valid Cases 132  
RSUP DR WAHIDIN Nominal by Nominal Contingency Coefficient .052 .592 

N of Valid Cases 106  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 11: 

RINGKASAN WAWANCARA 

 

No Inisial Ringkasan Hasil Wawancara Faktor Penyebab 

Kategori 

Kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

Proses Pelimpahan 

Pendelegasian 

Kewenangan Klinis 

Perawat 

Tindakan 

Delegasi 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

1 P1 − Penempatan perawat diatur oleh 

bidang keperawatan 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

− Mutasi pegawai, rasio perawat 

berdasarkan level jenjang karir 

belum merata 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

− Melaporkan kondisi pasien via 

telepon karena DPJP tidak 24 jam 

berada di RS 

Konsultasi via telepon      

2 P2 − Belum ada perawat PK III di 

ruangan, sehingga tindakan delegasi 

PK III dikerjakan oleh perawat 

dengan level PK yang ada di ruangan 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

− Rasio perawat berdasarkan level 

jenjang karir belum merata 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

3 P3 − Distribusi perawat berdasarkan level 

jenjang karir yang belum merata 

diseluruh ruangan 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    



No Inisial Ringkasan Hasil Wawancara Faktor Penyebab 

Kategori 

Kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

Proses Pelimpahan 

Pendelegasian 

Kewenangan Klinis 

Perawat 

Tindakan 

Delegasi 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

− Penempatan perawat diatur oleh 

bidang keperawatan 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

− Perawat belum aware dengan 

batasan kewenangannya 

Kurangnya kesadaran perawat 

terkait batasan kewenangan 

    

− Area kewenangan harus terus 

disadarkan lewat proses supervisi 

Belum optimalnya supervisi     

− Supervisi belum rutin dilaksanakan 

karena kurangnya tenaga 

Belum optimalnya supervisi     

4 P4 − Banyaknya kewenangan klinis yang 

dimiliki menyebabkan  perawat tidak 

bisa mengingat semua jenis tindakan 

delegasi yang dilimpahkan 

Jumlah kewenangan klinis yang 

dimiliki perawat 

    

− Aksesibilitas surat penugasan klinis Aksesibilitas surat penugasan 

klinis 

    

5 P5 − Pada shift tertentu tidak terdapat 

perawat dengan level jenjang karir 

PK III 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

− Penempatan perawat berdasarkan 

level jenjang karir belum merata 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

6 P6 − Penempatan perawat berdasarkan 

level jenjang karir belum merata 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    



No Inisial Ringkasan Hasil Wawancara Faktor Penyebab 

Kategori 

Kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

Proses Pelimpahan 

Pendelegasian 

Kewenangan Klinis 

Perawat 

Tindakan 

Delegasi 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

− Semakin tinggi level jenjang karir 

semakin banyak kewenangan klinis 

yang dimiliki  

Jumlah kewenangan klinis yang 

dimiliki perawat 

    

− Tidak bisa mengingat semua jenis 

tindakan delegasi yang dilimpahkan 

Jumlah kewenangan klinis yang 

dimiliki perawat 

    

− Tuntutan untuk segera mengatasi 

keluhan pasien 

Tuntutan untuk segera 

mengatasi keluhan pasien 

    

7 P7 − RS telah memiliki Peraturan Direktur 

RS tentang Pelimpahan Wewenang 

Dokter Kepada Tenaga Keperawatan 

yang di dalamnya terlampir jenis 

tindakan kedokteran yang 

dilimpahkan baik delegasi maupun 

mandat sehingga form pendelegasian 

tidak lagi dibutuhkan 

Telah ada regulasi tertulis dalam 

bentuk Surat Keputusan 

Direktur 

   

− Aksesibilitas surat penugasan klinis Aksesibilitas surat penugasan 

klinis 

   

− Memiliki surat penugasan klinis 

sementara 

Memiliki kewenangan klinis 

sementara 

   

− Adanya kewenangan klinis khusus 

yang dilimpahkan 

Adanya kewenangan klinis 

khusus yang dilimpahkan 

   

− Terbatasnya staf pada komite 

keperawatan sehingga proses 

supervisi tidak rutin dilaksanakan 

Belum optimalnya supervisi    



No Inisial Ringkasan Hasil Wawancara Faktor Penyebab 

Kategori 

Kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

Proses Pelimpahan 

Pendelegasian 

Kewenangan Klinis 

Perawat 

Tindakan 

Delegasi 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

8 P8 − Memiliki surat penugasan klinis 

sementara 

Memiliki kewenangan klinis 

sementara 

    

− Pengalaman mengerjakan tindakan 

delegasi tersebut di tempat kerja 

sebelumnya 

Riwayat pengalaman kerja 

perawat 

    

− Belum pernah melihat secara 

langsung SK pendelegasian 

Belum optimalnya sosialisasi 

kebijakan 

  

− Melaporkan kondisi pasien via 

telepon karena DPJP tidak 24 jam 

berada di RS 

Konsultasi via telepon    

− Hasil konsultasi dituliskan pada 

CPPT 

Belum optimalnya 

pengimplementasian form 

pendelegasian 

   

9 P9 − Penempatan pegawai diatur oleh 

bidang keperawatan  

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

− Jumlah perawat yang tidak seimbang 

dengan jumlah pasien yang dirawat 

Jumlah perawat yang tidak 

seimbang dengan jumlah pasien 

    

− Distribusi perawat berdasarkan level 

jenjang karir yang belum merata 

diseluruh ruangan karena kurangnya 

perawat dengan level jenjang karir 

tertentu 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

− Tuntutan untuk segera mengatasi 

keluhan pasien 

Tuntutan untuk segera 

mengatasi keluhan pasien 

    



No Inisial Ringkasan Hasil Wawancara Faktor Penyebab 

Kategori 

Kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

Proses Pelimpahan 

Pendelegasian 

Kewenangan Klinis 

Perawat 

Tindakan 

Delegasi 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

− Kurangnya perawat yang memiliki 

sertifikasi keahlian khusus 

Kurangnya perawat yang 

memiliki sertifikasi keahlian 

khusus 

    

− Adanya kewenangan klinis khusus 

yang dilimpahkan 

Adanya kewenangan klinis 

khusus yang dilimpahkan 

    

10 P10 − Banyaknya kewenangan klinis yang 

dimiliki menyebabkan  perawat tidak 

bisa mengingat semua jenis tindakan 

delegasi yang dilimpahkan 

Jumlah kewenangan klinis yang 

dimiliki perawat 

    

− Tindakan delegasi sudah seperti 

tugas utama perawat 

Kurangnya kesadaran perawat 

terkait batasan kewenangan 

    

− Tuntutan untuk segera mengatasi 

keluhan pasien 

Tuntutan untuk segera 

mengatasi keluhan pasien 

    

11 P11 − Sulit mengingat semua jenis tindakan 

delegasi yang dilimpahkan  karena 

banyaknya kewenangan klinis yang 

dimiliki perawat 

Jumlah kewenangan klinis yang 

dimiliki perawat 

    

− Melaporkan kondisi pasien via 

telepon karena DPJP tidak 24 jam 

berada di RS 

Konsultasi via telepon    

− Tindakan delegasi sudah seperti 

tugas utama perawat 

Kurangnya kesadaran perawat 

terkait batasan kewenangan 

    

− Tuntutan untuk segera mengatasi 

keluhan pasien 

Tuntutan untuk segera 

mengatasi keluhan pasien 

   



No Inisial Ringkasan Hasil Wawancara Faktor Penyebab 

Kategori 

Kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

Proses Pelimpahan 

Pendelegasian 

Kewenangan Klinis 

Perawat 

Tindakan 

Delegasi 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

12 P12 − Pengalaman mengerjakan tindakan 

delegasi tersebut di tempat kerja 

sebelumnya 

Riwayat pengalaman kerja 

perawat 

    

− Pada masa orientasi hanya 

disosialisasikan terkait pelatihan 5 

dasar (BHD, SKP, PPI, K3RS,) 

Belum optimalnya sosialisasi 

kebijakan 

  

− Tindakan delegasi sudah seperti 

tugas utama perawat 

Kurangnya kesadaran perawat 

terkait batasan kewenangan 

    

13 P13 − Memiliki surat penugasan klinis 

sementara 

Memiliki kewenangan klinis 

sementara 

    

− Tuntutan untuk segera mengatasi 

keluhan pasien 

Tuntutan untuk segera 

mengatasi keluhan pasien 

    

− Jumlah perawat yang tidak seimbang 

dengan jumlah pasien yang dirawat 

Jumlah perawat yang tidak 

seimbang dengan jumlah pasien 

    

− Pengalaman mengerjakan tindakan 

delegasi tersebut di tempat kerja 

sebelumnya 

Riwayat pengalaman kerja 

perawat 

    

14 P14 − Jumlah perawat yang tidak seimbang 

dengan jumlah pasien yang dirawat 

Jumlah perawat yang tidak 

seimbang dengan jumlah pasien 

    

− Pengaturan penempatan pegawai 

ditangani oleh bidang keperawatan 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

− belum pernah terpapar informasi 

tentang SK pendelegasian 

Kurangnya sosialisasi kebijakan   



No Inisial Ringkasan Hasil Wawancara Faktor Penyebab 

Kategori 

Kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

Proses Pelimpahan 

Pendelegasian 

Kewenangan Klinis 

Perawat 

Tindakan 

Delegasi 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

− Semakin tinggi level jenjang karir 

perawat semakin banyak 

kewenangan yang dimiliki termasuk 

tindakan delegasi 

Jumlah kewenangan klinis yang 

dimiliki perawat 

    

15 P15 − Melaporkan kondisi pasien via 

telepon karena DPJP tidak 24 jam 

berada di RS 

Konsultasi via telepon    

    − Pada shift tertentu tidak terdapat 

perawat dengan level jenjang karir 

PK III 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

   

16 P16 − Melaporkan kondisi pasien via 

telepon karena DPJP tidak 24 jam 

berada di RS 

Konsultasi via telepon    

− Pengaturan penempatan pegawai 

ditangani oleh bidang keperawatan 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

   

− Pada shift tertentu tidak terdapat 

perawat dengan level jenjang karir 

PK III 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

   

17 P17 − Pada shift tertentu tidak terdapat 

perawat dengan level jenjang karir 

PK III 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

− Memiliki surat penugasan klinis 

sementara 

Memiliki kewenangan klinis 

sementara 

    

  
    



No Inisial Ringkasan Hasil Wawancara Faktor Penyebab 

Kategori 

Kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

Proses Pelimpahan 

Pendelegasian 

Kewenangan Klinis 

Perawat 

Tindakan 

Delegasi 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

18 P18 − Distribusi perawat berdasarkan level 

jenjang karir yang belum merata 

diseluruh ruangan karena 

penempatan perawat dibawah 

kewenangan bidang keperawatan 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

− Sosialisasii tidak berjalan selama 

pandemic 

Belum optimalnya sosialisasi 

kebijakan 

  

− Perubahan susunan dalam komite 

keperawatan 

Belum optimalnya supervisi     

19 P19 − Pengalaman kerja Riwayat pengalaman kerja 

perawat 

    

− Proses rekredensial harus menunggu 

jadwal dari komite keperawatan 

walaupun telah memenuhi kualifikasi 

untuk kenaikan level jenjang karir 

Tertundanya kenaikan level 

jenjang karir perawat 

    

− Keluhan pasien harus ditangani 

sesegera mungkin 

Tuntutan untuk segera 

mengatasi keluhan pasien 

    

20 P20 − Memiliki surat penugasan klinis 

sementara 

Memiliki kewenangan klinis 

sementara 

    

− Melaporkan kondisi pasien via 

telepon karena DPJP tidak 24 jam 

berada di RS 

Konsultasi via telepon    

21 P21 − Pengalaman kerja Riwayat pengalaman kerja 

perawat 

    



No Inisial Ringkasan Hasil Wawancara Faktor Penyebab 

Kategori 

Kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

Proses Pelimpahan 

Pendelegasian 

Kewenangan Klinis 

Perawat 

Tindakan 

Delegasi 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

22 P22 − Penempatan perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

  

− Masih terdapat tindakan yang belum 

jelas status kewenangannya 

Masih terdapat tindakan yang 

belum jelas status 

kewenangannya 

    

  

− Pada shift tertentu tidak terdapat 

perawat dengan level jenjang karir 

PK III sehingga tidak 

memungkinkan untuk menunda 

pelaksanaan tindakan delegasi 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

23 P23 − Memiliki surat penugasan klinis 

sementara 

Memiliki kewenangan klinis 

sementara 

    

− Tuntutan untuk segera mengatasi 

keluhan pasien 

Tuntutan untuk segera 

mengatasi keluhan pasien 

    

− Jumlah perawat yang tidak seimbang 

dengan jumlah pasien yang dirawat 

Jumlah perawat yang tidak 

seimbang dengan jumlah pasien 

    

− Pengalaman mengerjakan tindakan 

delegasi tersebut di tempat kerja 

sebelumnya 

Riwayat pengalaman kerja 

perawat 

    

24 P24 − Jumlah perawat yang tidak seimbang 

dengan jumlah pasien yang dirawat 

Jumlah perawat yang tidak 

seimbang dengan jumlah pasien 

    

− Pengaturan penempatan pegawai 

ditangani oleh bidang keperawatan 

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    



No Inisial Ringkasan Hasil Wawancara Faktor Penyebab 

Kategori 

Kebijakan 

Pendelegasian 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

Proses Pelimpahan 

Pendelegasian 

Kewenangan Klinis 

Perawat 

Tindakan 

Delegasi 

Kewenangan 

Klinis Perawat 

− Semakin tinggi level jenjang karir 

perawat semakin banyak 

kewenangan yang dimiliki termasuk 

tindakan delegasi 

Jumlah kewenangan klinis yang 

dimiliki perawat 

    

25 P25 − Penempatan perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata karena penempatan perawat 

dibawah kewenangan bidang 

keperawatan.  

Distribusi perawat berdasarkan 

level jenjang karir yang belum 

merata diseluruh ruangan 

    

  

− Memiliki surat penugasan klinis 

sementara 

Memiliki kewenangan klinis 

sementara 

    

  

− Adanya kewenangan klinis khusus 

yang dilimpahkan 

Adanya kewenangan klinis 

khusus yang dilimpahkan 

    

  

− Terbatasnya staf pada komite 

keperawatan sehingga proses 

supervisi tidak rutin dilaksanakan 

Belum optimalnya supervisi     

 

 


